
Mengingat ... 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, pertu 
menecapkan Peraruran Bupati tentang Pengendalian 

Gratifikasi; 

sebagaimana d. bahwa berdasarkan pcrtimbangan 

Kolusi dan Nepotisme, setiap pemberian Cra1ifikasi 
rnelahn suami, isteri dan atau anak Pegawai Negcri, 
Penyclenggara Negara wajib dilaporkan kcpada Komisi 
Pernberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian 
Gratifikasi, clan untuk itu pertu diarur mengenai 
Pengendalian Gratifikasi; 

- 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Unda,,g - Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi, scciap pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang menerima Gratilikasi wajib metaporkan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraruran 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin 
Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawaj "-geri Sipil dilarang 
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan 
atau pekerjaannya; 

c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



8. Peraturan ... 

1950]; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bcbas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomo.r 75_. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagairnana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
i999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 
134, Tambahan Lembaran Nega.-a Nomor 4150); 

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarubahan Lembaran 
Negara Nomor 4251); 

5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pcncabutan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Ncmor 4 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5137); 

6. Undang-lJndang Nomor 23 Tahuo 2014 tentang 
Pemerintahan Daera.'1 (Lembarao Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambrulan Lembaran Negara 
Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pcmberher.tian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lcmbaran ;\egara Nomor 
4263); 

- 

l.!cngmgat . L Undang • Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Ba.rat (Bc:rit.a Negara Tahun 



Memutuska., ... 

8 Peraturan Pemermtah Nomor 42 Tanun 2004 tentang 

Pernbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pernerintahan, antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia 

1'ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran N-.gara Nomor 
4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisrem 
Pengendalian Intern Pemerintah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahur. 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rcpubiik 
Indonesia 1'ahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5135); 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 rentang Pctunjuk Pelaksanaan Peraruran 
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 rentang Disiplin Pegawai 
Ncgeri Sipil; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 'l'ahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8); 

14. Peraturan Bupati Nomor 84 1'ahun 2014 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat {Serita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 84); 

- 



10. Penerimaan ... 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

J. Komisi Pemberantasan Korupsi yang sclanjumya disingkat 
KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahut1 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 

2. Pcmerintah Daerah a.dalah Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

3. Bupati adaiah Bupati Bekasi. 

4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupater. 
Bekasi, 

5. lnspektorar adalah Inspektorat Kabupatcn Bekasi. 
6. lnsan Pemermtah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, 

Pegawai Neger, Sipil Daerah, Calon Pegawai r-egeri Sipil 

Oaerah, Dewan Komisaris SUMO, Direksi BUMD, pegawai 
BUMD, Pegawai tidak tetap, Pegawai h=rian, Pegawai yang 
bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekas], 

termasuk pasangan nikah dan anak. 
7. Gratilikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 

• 
pemberian uang, barang, rabat (discounq, kornisi, pinjaroan 
tanpa bunga, tiket perjalanan, Iasilitas penginapan, 

pcrjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Cian rasiiitas 
lainnya. 

8. Gratilikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang 
diterima oleh lnsan Pemerintah Daerah, yang berkaitan 

dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan 
tugas atau kewajiban dari Insan Pemerintah Oaerah. 

9. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima 
etch Insan Pemerintah Daerah sebagai wakil instansi yang sah 

dalam pelaksanaan rugas kedinasan 

- 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

BUPAT: TENTANG PENGENDALIAN MeCnetapkan : PERA TUR.Au\ 
GRATIF'IKASI. 

MEMl,TUSKAN: 

• • 



permintaan ... 

Pasal 2 
Tujuan dari penyusunan pengendalian gratifikasi adalah untuk 
memberikan arah dan acuan bagj seluruh Pcmerintah Dacrah 
yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan /atau 

BABU 
TUJ;JAN PENGENDAUAN GRATIP!KASI 

10. Penerimaan Gra.tifikasi 81.Lkan suap daJam Kedinasan acle!ah 
gratifikasi yang diterima oleh lnsan Pemenntah Oaerah 

berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan 
kornperensi resmi atas prestasi yang telah d.ilakuksn. 

J I. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan mint!.m 

bersama-sama lnsan Pemerintah Oaerah dengar. Pihak 

Ketiga. 
12. Pelapor adalah lnsan Pernerintah Daerah yang bekeria untuk 

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi. 
J 3. Penerima adalah setiap Insan Pcmcrintah Daerah maupun 

Pihak Ketiga yang mclalrukan pcnerimaan gratillkasi yang 
terkait dengan irnplernentasi pcngendali: ~ gratifikasi. 

14. Penotakan adalah setiap lnsan Pernerintah Daerah maupun 
Pihak Ketiga yang melakukan pcnolakan atas penerimaan 
gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian 
gratifikasi. 

15. Pemberi adalah Pihak Ket'ga yang memiliki hubur.gan kerja 
dengan Pcmcrintah Kabupaten Bekasi, dan melakukan 
pemberian gratifikas; yang tcrkait dengan irnplementasi 
pengendalian gratifikasi. 

16. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan 
hukum yang pemah/scdang/diketahui berporensi akan 
mcmiliki hubungan kerja atau sebagai miua kcrja yang 
terkait penerimaan, pem-berian dan pcrmintaan gratifikasi. 

17. Unit Pengendalian Gratilikasi selanjutnya disebut UPG yang 
- berada dibawah lnspektorat yang melakukan rugas dan 

fungsi pernrosesan, pemaruauan dan pcngcndalian gratifikasi. 

5 



d. penerimaan ... 

Selain penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 hu.ruf a, penerimaan Grat:fikasi antara lair rermasuk dan tidal< 

terbatas pada: 

a. penerirnaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga seteiah proses 

lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan 
Penerima, 

b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, f; silitas, 

akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga 
diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan 
jabatan penerima; 

c. penerimaan dalam bentuk uang, barang. fasilitas atau 
akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia 

pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa 

terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang 
dijalankM; 

- 

Pasal 4 

a. penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap; 

b penerimaan Gratifikasi dalam kedinasa.n; 

c. penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan. 

Penerimaan Gratifik.Ei.si cerdiri dari: 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 

Penerimaan Gratifikasi 

BAB III 
KATEGORI GRAT!FIKASI 

permmtaan grat.flkasr. agar terlakS2'- ... nya tata kelola 
Pemerintahan yang baik clan bersih dari korupsi. 

6 



c. penolakan ... 

Pasal 5 
Penerimaan Gratifikasi scbagaimaoa dimaksud dalam Pasal 4 
wajib · ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan 
pcnolakan dikarenakan antara Jain: 

a. tidak diketahui proses pernberiannya, waktu, lokasi proses 
penerirnaan; 

b. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; 

Oaerah dari Pihak Ketiga; 
r, pcnerimaan uang/ barang oleh lnsan Pemenntah da~rah 

termasuk suami, isteri, anak dalarn "'~atan suatu pesta 
pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran 
sebesar Rp. 1.000.000,·. [sazu juta rupiah) dari rnasing-rnasing 
pihak pemberi; 

g. penerirnaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher. 
dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban 
lnsan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga yang tidak relevan 
dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerr h; 

h. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat 
lnsan Pc:nerintah Dacrah membeli barang dari Pihak Ketiga 
yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah; 

1. penerimaan parcel oleh lnsan Pemerintah Daerah dari Pihak 
Ketiga pada saat Hari raya Keagamaan; dan/ a tau 

J. penerimaan sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga 
pada saat insa.n Pemerintah Dacrah melaksanakan pesta 
pernikahan, 

d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, Iasilitas atau 
akornodas. yang diterima lnsan Pemerintah Oaerah dari Pihak 
Kettga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tc:igab 
dijalin; 

e. oenerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Ins.an Pemcrintah • 

• 



Pasal 8 ... 

Pasal 7 

(1) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 6 
wajjb ditolak, jika penerimaan dalam bcntuk uang atau bukan 
uang tidak dituangkan di dalam Surat Perintah Togas yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Dae:ah yang menjadi beban pihak 
Pemberi. 

(2) Penolakan sebagaimana d.imaksud dalam ayat {!), 'h"ajib 
dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak penclakan Graufikasi, 

Pasal 6 
Selain penerirnaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain tennasuk clan tidak 
terbatas pada: 

a. penerimaan Iasititas transportasi, akomodasi, uang saku, 
jamuan rnakan, daJam kegiatan yang terkait pelaksanaan 
tugas atau kewajiban Insan Pemerinta.h Oaerah dari lnstansi 
atau lembaga berdasarkan penunjukan "--, penugasan resmi 
dari instansi a tau lembaga lain; 

b. penerimaan plakat, vandel, goody bag/ gimmick dari panitia 
seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang 
mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau 
penugasan resrni dari Pemerintah Daerah; dan atau 

c. penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes atau 
kornpetiai terbuka dalam kedinasan. 

penctakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah 
Daerah sepanjang bukan dalam benruk uang, surat berharga 
dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 1.000.000,­ 
[satu juta rupiahj·dari masing-masing pihak pemberi, maka 
atas penerimaan gratifikasi tersebur harwe dilaporkan kepada 

lJPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pene irnaan 
Gratifikasi. 

c 

! 



J, pcncnmaan ... 

, 
h. penerimaan parcel pada hari raya o!ch tnsan rcmerintah 

Oaerah yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunye.i 

hubuogan kerja dengan Pcrnerintah Daerah; 
1. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan atau "vent 

resrni Pemberr karena adanya, peresrruan kantor dan 
peluncuran produk baru; 

g. pemt>erian penghargaan hasil dari prestasi akademik II'.8.Upun 
non akadcrnik yang diperoleh diluar rangkatsn kegiatan 

kedinasan; 
- 

Pasal 8 
Penerimaan Cratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah: 
a. keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi 

masyarakat atas penempatan dana atau kepernili!<an sahara 
secara pribadi o!eh lnsan Pemerintah Oaerah; 

b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku 
umum b..gi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan 

kedinasan; 
c. keuntungan dari undian, kontes, kcmpetensi yang dilakukan 

secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar 

rangkaian kegiatan kedinasan; 

d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi 

pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam kcperasi pegawai 
Pemerintah Daerah; 

c. sertifikat yang dipero1eh dala.m suatu pe1atihan, semtnar, 
lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar 
rangkaian kedmasan; 

f. penerimaan hadiah oleh lnsan Pemerintah Daerah dalam 
kaitan adanya peningkatan performa Pemerintah Daeran, 1'aik 

yang diberrkan oleh Pemerintah Daeral- -,,aupun oieh mitra 
Pemerintah Daerah, dengan kesepakatan maupun perserujuan 
tertulis dari Pcmerintah Daerah; 

9 



(2) lnsan ... 

Pasal 11 
(I) Pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap 

suap yaitu pernberian kepada lnsan Pemerintah Daerah dalam 

hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas 
dan kewajibannya. 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gratifikasi 

- 

(1) lnsan Pemerintah Daerah wajib menolak penerimaan 
Gratifikasi dengan sopan, santun, menjelaskan kctentuan 
Gratifikasi kepada pihak Pemberi dan menyampaii,:an 
Peraturan Bupati ini sebagai bagjan dari sosialisasi. 

(2) Penolakan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib dilaporkan lnsan Pemerintah Oaerah 
kepada UPG. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Penolakan Gratifikasi 

Pasal 9 
Penerimaan Gra<ifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

dapat diterima dan dimiliki oleh penerima tanpa ada kewajiban 
rnelaporkan kepada UPO. 

j. penerimaan barang promosi dalam euatu kegiatan atau event 

resrni Pemberi karena adanya peresmian kantor dan 
peluncuran produk baru; 

k. penerimaan sponsorship dalam kegiaran atau event yang 

diselenggarakan oleh Perner'ntah Oaerah; atau 

I. penerimaan lnsan Pemerintah Oaerab dari hasil mengajar di 

luar jam kerja dari instansi atau !embaga lain sesuai dengan 

keahliannya. 

10 



Pasal 13 ... 

a. pemberian dalarn benruk hadiah, Iasilitas atau akomodasi 
yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; 
a tau 

b. pernberian sumbangan atau pcmberian lainnya yang 

bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan 
sosialisasi. 

b. pemberian diajukan langsung kepada instansi atau 
koorporasi; 

c. Penerima pcmberian rnerupakan wakil instansi atau 

koorporasi yang sah berdasarkan penunjukan clan instansi 
atau koorporasi Penerima; dan 

d. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan 

Graufikasi yang berlaku di instansi atsu koorporasi 
Penerima. 

f3) Pemberian kepada individu sebagaimana dirnaksud pada l\yat 
- (I) liuruf b, antara lain: 

(2t Pernberian kepada instansi atau koorporasi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a antara lain: 

a. pembenan tidak untuk tujuan suap atau Gratiftkasi yang 

dianggap suap; 

b. individu. 

Pasal 12 
111 Pernberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dari 

Pernerintah Daerah kepada: 

a. Instansi Pemerintah, Pemerintah Oaerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kab1.1pate11/Kota, koorporasi; atau 

(2) I nsan Pemermtah Dae rah dilarang mclakukan peml>erian 
dcngan tu Juan suac a tau Gratifikasi yang dianggap suap 
sebagairnana dtmakeud pada ayat (l). 

I l 



Pasal 16 ... 

Oalam hal lnsan Pemcrintah Oaerah diminta untuk memberisan 
Gratifikasi yang tida.k sesuai dengan ketenruan pemberian 
Orarifikasi sebageimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Paw 13, 
maka lnsan Pernerintah Oaerah melakulcan penolakan secara 
sopan santun dan memberik:an penjelasan ketenrcen 
pengendalian Oratifikasi sebagai sosialisasi kcpada Pihak Kttiga. 

- 

Pasal 15 

Bagian Keempat 
Permintaan Oratifikasi 

Dalam ha! pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak scsuai 
dengan ketentuan sebagaimana dim.aksud dalarn Pasal 12 dan 

Pasal 13, maka setiap lnsan Pemerintah Daerah wajib melaporkan 

kepada UPG. 

Pasal 14 

c. pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 

Pemberian kcpada Pihak Ketiga sebagai:nana dimaksud dalam 
Pasal 12, harus mernenuhi persyaratan: 

a. merupakan agenda dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, 
yang secara komulatif dalam jangka waktu I (saw) tahun 
tidak melebihi sebesar Rp 10.000.0CO,- (sepuluh juta rupiah) 

kepada masing-masing Penerima; atau 

b. proposal resmi d2.ri instansi unruk kegiatan sponsorship atau 

sumbangan; atau 

Pasal 13 

I?" 



d. standar ... 

b. standar nilai pemberian dalarn bentuk Jamuan Makan kepada 
wakil Instansi Pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah 
Daerah pa!.ing banyak Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) 
per masing-rnasing Pcnerima dalam setiap kegtatan dengan 
nilai paling banyak selama periode I (satu) tahun sebesar Rp. 
25.000.000,·. (dua puluh limajuta rupiah}; 

c. standar nilai pemberian dalam bentuk Iasilitas entertainment 
dalam kegiatan olahraga atau kegiatan hiburan kepada wakil 
I nstansi Pemerintah dengan nilai paling banyak selarna 
periode I (satu) tahun sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh 
lima juta rupiah) per masing-masing Penerima; 

- 

Standar Nilai yang wajar dalarn penerimaan, pemberian atau 
pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang, 
meliputi: 

a. standar nilai penerimaan pada kondisi penolakan yang 
menyebabkan terganggunya name. baik Pemerintah Daerah, 
paling banyak Rp, 1.000.000,,. [satu juta rupiah) per masing­ 
masing Pemberi; 

BABIV 
STANDAR NILI\J 

Pasal 17 

111 J1ka permintaan menjurtrs kepada pemerasan dan atau 
pemaksaan yang terkait dengan kelanc.aran tugas 

Pemerintahan Daerah, rnaka lnsan Pemcrintah Daerah segera 
melaporkan permmtaan tersebut kepada UPG. 

(2) UPG mdakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I), menurut ketentuan pengendalian Grat.ifikasi. 
(31 Dalam hal UPG melakukan pengl<aj;an sebagaimana dimaksud 

pada ayar {2) memerlukan konsultasi dengan instansi terkait, 
juga dapat melakukan konsultasi dengan KPK. 

n 

Passi 16 



g. memberikan .. 

UPG mempunyai tugas: 

a. menerima laporan Gratifikasi dari Insan Pemerintah Daerah 
dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang 
diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori G:aci!1kasi 
kepada lnsan Pemerintah Daerah; 

b. rnenyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK; 

c. menerima laporan Gratifikasi yang direkomendasikan KPK 
untuk dikelola Pemerintah Daerah dan mcnenrukan 
pemanfaatan Gratifikasi tersebut oleh Pemerintah Daerah; 

d. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada 
KPK atas nama Pemerintah Oaerah dalam pelaksanaan 
Peraturan Bupati ini; 

e. memancau tindak tanjut atas pemanfaatan penerimaan 
Oratifikasi dalarn kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun 
oleh Penerima; 

f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau unit kelja dan 
atau Insan Pemerintah Oaerah terkait pemantauan penerapan 
pengendalian Gratifikasi; 

- 

Pasal 19 

(I) UPG terdiri dari beberapa SKPD yang berasal dari unsur 
inspektorar (Pengawas Intern], Sadan Kepegawaian Dae.ah. 
Bagian Hukum. Bagian Organisasi, dan SKPD Pelayanan 
Publik di lingkup Pemerintah Daerah. 

(2) UPG ditetapkan dengan Kepurusan Bupati Bekasi. 

BABY 
PENGELOLA GR. .. TIFIKASl 

Pasal 18 

d standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor 
atau dalam bentuk barang, voucher dan bcnruk !.ainnya 
sebagai goody bag dalam kegiatan pertcmuan kcpada Wakit 
lnstansi Pemerintah nilai paling bar:·~·· selama periode l 
[satu] tahun sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta 
rupiah) per rnasing-masing Penerima. 

.. •• 



b. memerinro.hkan ... 

a. mencanturnkan ketentuan Iarangan penerimaan, pemberian 
Gratifikasi pada setiap SKPD atau unit kerja yang memberikan 
pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada 
surat-surat yang disampaikan kepada Pihak Ketiga lainnya; 

Pasal 22 
Agar Peraturan Bupati ini diketahui oleh seluruh lnsan 
Pemcrintah Daerah dan Pihak Ketiga yang berhubungan dcngan 
Pemerintah Daerah, maka i::--:rlu melakuL.n hal-hal sebagai 
berikut: 

- 
BAB Vil 

SOSIALISASI 

Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi tercanrum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
PROS!i:DUR DAN MEKANlSME PENGELOLAAN GRATIFIKASI 

Pasal 21 

Dalam hal penerimaan Gratifikasi direkomendasikan ole.b KPK 
untuk dikelola Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud d.alam 
Pasal 19 huruf c, maim UPG selanjutnya dapat menentukan 
pernanfaatannya dengan altematif: 
a. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikas., 
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial 

lainnya; atau 

c. dimanfaatkan olch Pemerintah Oaerah untuk keperluan 
penyelenggeraan Pemerinta.han Daerah, 

Pasal20 

g. mernbenkan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas 
Internal, jika rerjadi pelanggaran terhadap Peraruran Bupati 
ini oleh {nsan Pernerintah Daerah dan m.eia_po:-kan hasil 
pengendahan Gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat 
dan kepada KPK melalui Bupati. 

15 



c. setiap ... 

b. setiap lnsan Pemerintah Daerah wajib melapork,.n 

penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada l!!'G 
(menggunakan formulir 2); 

11; 

a. setiap lnsan Pernerintah Daerah wajib me!aporkan atas 

penerirnaan Gratit:ikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi 

dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) h.ari 

kerja sejak penerimaan Gratifikasi (menggunaka.n formulir 

Pasal 24 

(I) Proses pe!aporan pengendalian Gratifikasi: 
- 

Pasal 23 

(!) lnsan Pemerintah Daerah atau Pihak ~M'na yang mengetabui 

adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada 

Peraturan Bupati ini, aga. segera melaporkan pelanggaran 

dimaksud sesuai ketentuan yang bedaku kepada UPG. 
(2) Bupati menjamin kerahasiaan lnsan Pemerintah Daerah atau 

Pihak Ke:iga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1). 

BABVIIl 

PROSES PELAPORAN 

d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan 

membenkan Japoran secara berka!a kepada Bupati mengenai 

implementasinya, dan laporan yang timbul setetah adanya 

Peraturan Bupati ini. 

c. rnenugaskan kepada seluruh SKPD atau unit kerja yang 

memiliki hubungan kerja dengan Pihak Keuga, untuk 

menginformasikan Peraruran Bupati ini kepada seluruh pihak 

rerkait dengan Pemerintah Oaerah; dan 

b. metnermtahkan UPG unruk secara terus menerus memberikan 

mfomasi kepada seluruh lnsan Pemerintah Daerah dan Pihak 
Ketiga, rerkait dengan ada.nya Peraturan Sup.a.ti in.i; 

16 



BAB lX ... 

I. UPG menyarnpaikan lembar penyerahan penanganan atas 
pelaporan pcnerimaan Grati.fikasi kepada KPK 

(menS&\-'nakao forrnulir 6); 

g. UPG ruenyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan 

tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG 

setiap bulan kcpada KPK (menggunakan formulir 7); 

h. UPG menyampailcan laporan rekapitulasi penanganan dan 

tindak lanjut petaporan penerimaan dan pemberian kepada 
Bupau, melalui tnspektorat secara periodik setiap 3 (tigaJ 

bulan (menggunakan formulir 8). 
(2) Format Lampiran sebagaimana dimaksud dalaro ayat (I), 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiar tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati irii. 

c. setiap Insan Pernerintah Daerah wajib melaporkan atas 

pemberian kepada Pihak Ketigs yang tidak sesuai dengar. 

ketentuan pembericn (menggunakan formulir 3J; 

d. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada 

UPG pennintaan cari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada 

pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan 
kelancaran penyelenggaraan Pem~rintahan Daerah 

(menggunakan formulir 4); 

e. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada 

UPO pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, 

proses pengadaan barang dan jasa (menggunakan formulir 

5); 



- 

Ditetapkan di Crkarang Pusat 
pada tanggaJ o ct!O:£n 2015 

~ d BUPATI BEKASt.d 

f t'J4~AHYASIN 

BABX 
~'ETENTUANPENUTUP 

Pasal 26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupari l!l; dengan penempatannya da.lam Berita Oacrah 

Kabupaten Belulsi. 

Pasal 25 
Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah atau 

Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalarn Peraturan 

Bupati ini, dikenakan sanksi sesusi ketentuan peraruran 

perundang·undangon. 

BABIX 
SANKSI ATAS PELANGGARAN 

IS 


